
BUPATI SERDANG BEDAGAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERA TURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 

NOMOR 30 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 1  Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2 0 1 6  ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai Tahun Anggaran 2 0 1 5 ,  perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 
Anggaran 2 0 1 5 ;  

1 .  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;  

2 .  Unclang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4286 ) ;  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarnosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 1 5 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4346 ) ;  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  ,  

5 .  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengclolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

an,,,,,, 7 Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4400); 
t»ii±izirii~ }  ...,.,..,.,,,"f:', .... �.,,�.,, ... er:-•1' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 

�. f 6 � Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik 
I, Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  
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1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Tahun 90,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeri.ntah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575 ) ;  

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 

10 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 
244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

9.  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
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14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
KQQRDINA! 'Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik ·--�v. Indonesia Nomor 5155) ;  
3. J. · 6#. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

' [Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 

- 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Nomor 4578 ) ;  



16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;  

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 20 10  tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 0  Nomor 123,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 165 ) ;  

20 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19 ) ;  

2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12  tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 
5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ) ;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3  ten tang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

- -- a = . - - .  Pemerintah Daerah; 
I 7 J g ; '  
4 4 A { 2 4 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  tentang 

--- Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
: . 

} '25.  Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 
f !' 2 0 1 4  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
· , Anggaran 2 0 1 5 ;  

' i o 6 .  Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 
f ]q ' 2015  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
t i Tahun Anggaran 2 0 1 5 ;  

27 .  Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 1 1  Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; 28 .  Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

FSORSINAS! Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2 0 1 5 ;  -�f..,_,_,...,.� ·2�. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2 0 1 5  tentang 
4 _ 6q Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

/I Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 ;  .  
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MIEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERDANG 

BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

poran realisasi anggaran tahun anggaran 2015  terdiri dari : 
. Pendapatan 

83.274.414209,18  

84 .274.414.209,  18 
1 .000.000.000,00 

4  

Rp. 80 . 146.429 .202 ,51  
Rp. 867 . 189 .090 .713 ,00 
Rp. 321.967 .991.116 ,00  
Rp. 1. 2 6 9 . 3 0 3 . 5 1 1. 0 3 1 , 5 1  

RD. 

Rp. 
RD. 

Rp. 464.087.776.009,00 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 45.600.000.000,00 
Rp. 1.452 .922 . 100 ,00 
Rp. 5 .739.504.775,00 
Rp. 106 .685.  798.366,00 
Rp. 260.335.000,00 
Rp. 623.826.336.250,00 

Rp. 2 1 4 .  796.442. 792,00 
Rp. 184 .316 .987 .893,00 
Rp. 198.977.836.649,00 
Rp. 598 .091 .267.334,00 
Rp. 1 . 2 2 1 .  9 1 7  .603.584,00 

Rp. 47 .385.907.447,51 

ja Langsung 
lanja Pegawai 

j� Barang dan J asa 
ia Modal 

Jumlah Belanja 
, 

Surplus/ (Defisit) 

.n: 

enmaan 
geluaran 
h Pembiayaan Netto 

r 

iayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 130.660.321.656,690 

Pasal 2 

realisasi anggaran se bagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 tercan tum 

piran I Peraturan Bupati ini. 
Pasal 3 

anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

f l  [@l  ye[ e]  

Belanja 
a. Belanj a Tidak langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 



H. SOEKIRMAN 

HADI WINARNO 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal 22 S«pteroloer 2 0 t %  

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 
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EN SERDANG BEDAGAI, 

Pasal 4 

laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

iran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 merupakan bagian yang tidak 

sahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini 

gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

1 

! k l  
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dan{kan di Sei Rampah 
a tanggal a02 ggoewroer 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 

NOMOR 30 


